Menimbang

Mengingat

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR {s TAHUN 2024

TENTANG

ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TEANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4),
ayvat (5) dan Pasal 99 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa.

. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan pengalokasian

dan penyaluran Alokasi Dana Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



PERUBAH

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR  TAHUN 2024

TENTANG

ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023

TEANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Menimbang

Mengingat

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4),
ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa.

. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan pengalokasian

dan penyaluran Alokasi Dana Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor
6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 1
tuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Nomor 2),
rikut:

Menetapkan

a 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yakni angka
bahkan 1 angka yakni angka 35 dan angka 36 sehingga Pasal 1
i berikut:

Pasal 1

Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten Pinrang.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjdlli kewenangan daerah otonom.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

Menetapkan

Pasal 1
tuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023
a Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Nomor 2),
ikut:

Beberapa ket
tentang Tata
diubah sebag

1. Diantara 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yakni angka
6a dan dit@nbahkan 1 angka yakni angka 35 dan angka 36 sehingga Pasal 1
berbunyi ai berikut:

Pasal 1

Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten Pinrang.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjdlli kewenangan daerah otonom.
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Bupati a
Dinas ad

ah Bupati Pinrang.

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pinrang.
Camat allu sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintiihan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
mempercith pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangaly sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pdierintahan.

Desa ada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwena untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepenting masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usulflan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintd@lan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Ma I adalah sebuah konsep pembangunan di tingkat desa yang
mengedepiihkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola
sumber d4lla lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemerint{l Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelengiihra Pemerintahan Desa.

Kepala Ddlla adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas danggewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.

Badan P@musyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga Mang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakagl wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
yang ditet@bkan secara demokratis.

Perangkat@Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusu Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dafl unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan lyang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayah@®  yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi
dan kepaldusun;

Sekretaris@esa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan §lkretariat Desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD.

Kepala U » yang selanjutnya disebut kaur, adalah Perangkat Desa yang
berkedudullan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.
Kepala Seji, yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkat Desa yang
berkedudufihn sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD,
Kepala Dusiin adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
satuan tugs kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
pelaksanadll tugasnya di wilayahnya.

Rukun Wagka yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari Lembaga
Kemasyaraatan Desa yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu
Desa.yang @rtugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra
dalam menjllerdayakan masyarakat desa.

Rukun Tet@hgga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari lembaga
kemasyaraftan desa yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK
disetiap D@la untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra
dalam menjllerdayakan masyarakat desa.
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Bupati afiklah Bupati Pinrang.

Dinas adflah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pinrang.
Camat au sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintihan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
mempercigh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangagg sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pdherintahan.

Desa ads kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwena untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentinglin masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usulfan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintfan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Maliri adalah sebuah konsep pembangunan di tingkat desa yang
mengedepiihkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola
sumber d@la lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemerint{ll Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelengiihra Pemerintahan Desa.

Kepala D@la adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas danggewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.

Badan usyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga ang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakall wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
yang ditet@bkan secara demokratis.

PerangkatfDesa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusungh Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dagl unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan lvang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilaya » yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi
dan kepalfusun;

Sekretaris@Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan §kretariat Desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD.

Kepala U » yang selanjutnya disebut kaur, adalah Perangkat Desa yang
berkeduduian sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Sejli, yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkat Desa vang
berkedud sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala Dullin adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
satuan tugls kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

pelaksanadll tugasnya di wilayahnya.

Rukun Waga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari Lembaga
Kemasyarafilatan Desa yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu
Desa.yang gertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra
dalam menflerdayakan masyarakat desa. '

Rukun Tet@hgga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari lembaga
kemasyara@tan desa yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK
disetiap D@a untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra
dalam menjllerdayakan masyarakat desa.
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PeraturaflDesa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala MDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusy@aratan Desa.

Anggarar@iPendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa,
adalah cana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui llersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
yvang ditefpkan dengan Peraturan Desa.

KeuangagDesa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan [ang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhuburlan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perenca : pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggi@gjawaban keuangan Desa.

RekeningiiKas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening liempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk mhampung seluruh penerimaan daerah dan membayvar seluruh
pengeluagin daerah pada bank yang ditetapkan.

RekeninglKas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening

tempat pnyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimagih Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditefiibkan

Alokasi [lna Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang ditefima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupatefll setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Diisar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari anggan ADD yang dibagi merata kepada setiap Desa.

Alokasi F@iimula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
pendudul@Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat
kesulitan @eografis Desa setiap Desa.

Penghasilgh tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan sah
yang ditegma setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
ditetapkafisetiap tahun dalam APBDesa.

TunjangagllKepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan
selain perjhasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa karglla melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam
APB Desa

Pembangyllan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupaguntuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Lembaga @Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarsa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Desa dalajl memberdayakan masyarakat.

Badan Pegvelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat

BPJS Kpgehatan adalah badan hukum vyang dibentuk untuk

menyelenglarakan program Jaminan Kesehatan.
Iuran Ja an Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah
uang yvangdibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau

pemerintal pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan

Kesehats
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PeraturaflliDesa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala MDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusy@aratan Desa.

AnggararfiPendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa,
adalah r@icana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui llersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
yang ditejlipkan dengan Peraturan Desa.

KeuangaflDesa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan [Mang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhuburfllan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaih Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perenca , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggUllgiawaban keuangan Desa.

Rekening@Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening @#mpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk mihampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengelua daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening fKas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat pghyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimadl Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank

yang ditet@ibkan.

Alokasi Dina Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang ditefiina kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupateglisetelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dilar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari anggsbn ADD yang dibagi merata kepada setiap Desa.

Alokasi Folinula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk@iDesa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat
kesulitan gografis Desa setiap Desa.

Penghasildll tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan sah
yang ditefina setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
ditetapkariletiap tahun dalam APBDesa.

Tunjanga epala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan
selain penfihasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa karefih melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam
APB Desa.

Pembangu Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupanfintuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Lembaga WMemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakagl sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Desa dala emberdayakan masyarakat.

Badan Perfielenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kegphatan adalah badan hukum vang dibentuk untuk
menyeleng@rakan program Jaminan Kesehatan.

Iuran Ja an Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah
uang yanglibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
pemerintalllpusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan
Kesehatan

(LK



32. Badan Hnhyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingka @BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk

berdasa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk
menyelerfigarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan i tua, dan jaminan pensiun.

33. Pemberddlaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK,
adalah ofanisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut
berpartisfiasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10
program gekok"-nya,

34. Siteman Jsa adalah sistem terpadu melayani desa, yang selanjutnya disebut
Siteman Wesa adalah sistem aplikasi terintegrasi yang dibangun dinas
pemberddiiaan masyarakat dan desa untuk memberikan kemudahan dalam

hal pengailian permohonan pencairan alokasi dana desa.
35. Reward afhlah sebuah bentuk penghargaan atau apresiasi yang seseorang
dapatkanlitas prestasi atau keberhasilan yang telah mereka capai.

Transaksillon Tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak
lagi memdllukan uang fisik.

36.

2. Diantara Jat (2) dan ayat (3) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)
sehingga Hllsal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerin Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja [lerah setiap tahun anggaran.
(2) ADD sebgllaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan

mempe bangkan:

a. kebutiihan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa: dan

b. jumlaMpenduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkgMkesulitan geografis Desa.

(2a) Dalam hdlpemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberian
reward bigi desa berstatus mandiri maka pagu ADD dihitung setelah
dikurangilesaran anggaran untuk pemberian reward.

(3) Tata carajlembagian rincian ADD, sebagai berikut :

a. mengllitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
1. Pku Alokasi Dasar, dengan rumus:

P@u Alokasi Dasar = 90% x Pagu ADD Kabupaten Pinrang
2. Pgu Bagian Formula, dengan rumus:
Qu Bagian Formula = 10% x Pagu ADD Kabupaten Pinrang

b. menglitung bagian alokasi dasar ADD setiap Desa, dengan rumus :
Pagu Alokasi Dasar

Al(Easi Dasar =
Jumlah Desa se Kab. Pinrang

(L



32.

33.

34.

35.

36.

(1)

(2)

(2a)

(3)

velenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
BBPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk
an Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk
garakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
1 tua, dan jaminan pensiun.
an Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK,
anisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut
psi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10
program @kok"-nya.

Siteman [isa adalah sistem terpadu melayani desa, yang selanjutnya disebut
Siteman [esa adalah sistem aplikasi terintegrasi yang dibangun dinas
pemberdgihan masyarakat dan desa untuk memberikan kemudahan dalam

hal pengaillan permohonan pencairan alokasi dana desa.

Reward afihlah sebuah bentuk penghargaan atau apresiasi yang seseorang
dapatkan litas prestasi atau keberhasilan yang telah mereka capai.
Transaksiillon Tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak
lagi memdlukan uang fisik.
Diantara diat (2) dan ayat (3) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)
sehingga filsal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerint3h Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja [lerah setiap tahun anggaran.

ADD sebg@aimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan

mempe bangkan:

a. kebutfhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

b. jumiaMpenduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan

ting kesulitan geografis Desa.

Dalam pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberian

reward gi desa berstatus mandiri maka pagu ADD dihitung setelah

dikurangifesaran anggaran untuk pemberian reward.

Tata caralembagian rincian ADD, sebagai berikut :

Alokasi Dasar, dengan rumus:

Alokasi Dasar = 90% x Pagu ADD Kabupaten Pinrang
fu Bagian Formula, dengan rumus:

Bagian Formula = 10% x Pagu ADD Kabupaten Pinrang

glitung bagian alokasi dasar ADD setiap Desa, dengan rumus :
Pagu Alokasi Dasar

Jumlah Desa se Kab. Pinrang



Cc. Ime itung bagian alokasi formula ADD setiap Desa dengan urutan
schlbai berikut
1. [asio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:
0P = Jumlah penduduk desa
~ total penduduk desa kabupaten Pinrang
2. @obot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus:
pbot JP = 10% x Rasio JP
3. @msio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus:
1510 [PM = Jjumlah penduduk miskin desa
~ total pend uduk miskin desa kabupaten pinrang
4. Ebbot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus:
bot [PM = 40% x Rasio JPM
3. sio luas wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus:
. luas wilayah desa
olW = - .
total luas wilayah desa Kab. Pinrang
6. bot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus:
bot LW = 20% x Rasio LW
7. sio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), dengan rumus:
N . _ IKG
sio IKG = total IKG Desa Kab.Pinrang
8. HEbot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus:
ot IKG = 30% x Rasio IKG
9. al bobot, dengan rumus:
Tqeul Bobot = Bobot [P + Bobot [PM + Bobot LW + Bobot IKG
10. Bagian alokasi formula, dengan rumus:
lokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula
b. menghit@ihg ADD setiap Desa, dengan rumus:
Alokas@ana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4
bunyi sebagai berikut:

3. Ketentuan
sehingga b

Pasal 4
(1) Penyaluran @ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUD
ke RKD.
(2) ADD sebagainana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1. dana refler ADD;

2. penghafllan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa; dan
3. tunjangh Anggota BPD.



io jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:
Jjumlah penduduk desa

total penduduk desa kabupaten Pinrang

ioJP =

sio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus:
io JPM = jumlah penduduk miskin desa

total pend uduk miskin desa kabupaten pinrang

bot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus:
bot [PM = 40% x Rasio |PM

sio luas wilayah Desa (Rasio LW}, dengan rumus:
luas wilayah desa

total luas wilayah desa Kab. Pinrang

iolW =

bot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus:
bot LW = 20% x Rasio LW

sio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG}, dengan rumus:

B IKG
io IKG =
total IKG Desa Kab.Pinrang

bot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus:
bot [KG = 30% x Rasio IKG

gian alokasi formula, dengan rumus:
lokasi Formula = Total Bobot x Pagu Bagian Formula

g ADD setiap Desa, dengan rumus:

ana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4
bunyi sebagai berikut:

Pasal 4
ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUD

a dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
ler ADD;
lan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa; dan
Anggota BPD,



Al ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara
bertahap, llengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahapll sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;

b. tahapl sebesar 40%(empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;dan
c. tahapl sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa.

(4) Penyalurdl ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk desa berstatus
g kukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap @ sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;dan
b. tahap|l sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa.

4. Diantara Mat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a)
dan dianflira ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2a),
sehingga Wlsal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
a 1 sebagai berikut :
a. tahap dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan
juni tafilhin berkenaan;
b. tahap W dilakukan paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan
agustultahun berkenaan; dan
¢. tahap M dilakukan paling cepat bulan Juni tahun berkenaan.
S penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
AfEka 1,untuk desa berstatus mandiri sebagai berikut
a. tahap dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan
aln berkenaan;
b. tahap I@ilakukan paling cepat bulan juni tahun berkenaan.
(2) Mekanism{lbenyaluran ADD penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana
dimaksud @Rlam Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3 sebagai berikut :
a. tahap meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan kelima yang
dilakuldin setiap bulan berkenaan:
b. tahap M meliputi bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh yang
dilakulkiih setiap bulan berkenaan;
c. tahap I@meliputi bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas yang
dilakuldih setiap bulan berkenaan:;
penyaluran ADD penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana
dimaksudfialam Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3, untuk desa berstatus
I dEbagai berikut :
a. tahap @ meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan keenam yang
dilaku setiap bulan berkenaan;dan
b. tahap | meliputi bulan ketujuh sampai dengan bulan keduabelas yang
dilaku setiap bulan berkenaan;
(3) Penyalurafl ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila
tidak terpgluhi, dapat dilakukan pada bulan berikutnya.



(3) Penyalura
bertahap,

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara
engan ketentuan sebagai berikut :
a. tahapll sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;
b. tahaplll sebesar 40%({empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;dan
c. tahapl sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa.

{

(4) Penyalurg
mandiri d
a. tahap
b. tahap

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk desa berstatus
kan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa;dan
sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu ADD setiap Desa.

4. Diantara §ikat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a)
dan dianflra ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2a),
sehingga Wsal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Mekanismil penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) s a 1 sebagai berikut :
a. tahap dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan
Juni tajlin berkenaan;
b. tahap W dilakukan paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan
agustultahun berkenaan; dan
c. tahap W dilakukan paling cepat bulan Juni tahun berkenaan.

(1a) Mekanisnl penyaluran ADD reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) ajigka 1,untuk desa berstatus mandiri sebagai berikut :

a. tahap dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan
Juni tallin berkenaan;

b. tahap [Milakukan paling cepat bulan Jjuni tahun berkenaan.

(2) Mekanism@ibenyaluran ADD penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana

dimaksud fklam Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3 sebagai berikut :

a. tahap meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan kelima yang
dilaku setiap bulan berkenaan;

b. tahap W meliputi bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh yang
dilakul@ih setiap bulan berkenaan;

c. tahap [Mmeliputi bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas yang
dilakulkgih setiap bulan berkenaan;

(2a) Mekanism@@lpenyaluran ADD penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana
dimaksudlalam Pasal 4 ayat (2) angka 2 dan 3, untuk desa berstatus
mandiri gbagai berikut :

a. tahap @ meliputi bulan kesatu sampai dengan bulan keenam yang
dilakulin setiap bulan berkenaan:dan

b. tahap ll meliputi bulan ketujuh sampai dengan bulan keduabelas yang
dilak setiap bulan berkenaan;

(3) Penyalurafl ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), apabila
tidak terpqlluhi, dapat dilakukan pada bulan berikutnya.



S.  ketentufh Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyalurd@ ADD Reguler sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka

1 dilaks
dari Kepa
a. Tahap

1.

10.
11.
12.
13.

14,

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

akan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran
Desa, dengan ketentuan sebagai berikut
berupa :
aturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita
Aggra musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat
gan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir
*rta rapat);
oran  pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun
aRelumnya;
Pran akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun
Mclumnya;
Aaturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
un sebelumnya;
at kuasa pemindahbukuan ADD:;
At pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari
ala Desa untuk tﬂh&;} I;

tusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

cgFana kegiatan dan anggaran Desa;
regkana kerja kegiatan Desa;
reggana anggaran biaya;
follcopy rekening bank;
fofll copy NPWP;

cfitusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan
kefihngan Desa (PKPKD);
keflitusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan
kefihngan Desa (PPKD);
keftusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).
ler@bar evaluasi APBDesa;
Degga acara pemeriksaan fisik ADD Tahap Il beserta Lampiran;
pegihohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati
cq@Kepala Dinas;
re endasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap [;
leng@ar verifikasi tingkat kecamatan tahap I;
bujli penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

2o

b. Tahap Ifberupa :

lapgran realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I
megunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
seiggsar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
mefunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
peigen); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya;

Surg peérnyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
Keplla Desa untuk tahap II;

lapgls perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Taljlo I:

bergih acara pemeriksaan fisik ADD tahap I beserta Lampiran;




S. ketentulh Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyalur@@ ADD Reguler sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka

1 dilaks
dari Kepa
a. Tahap

1.

an setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran
Desa, dengan ketentuan sebagai berikut -

berupa :

aturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita
a4 musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat
dangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir
erta rapat);

2 oran  pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun

sepelumnya;

3. lqMoran akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun

sdilelumnya;

4. pgEaturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)

THRun sebelumnya;

5. siilat kuasa pemindahbukuan ADD;

6. st pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari
ala Desa untuk tahap I;

7. K@utusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

8. c-ana kegiatan dan anggaran Desa;

9. cgcana kerja kegiatan Desa;

10. refikana anggaran biaya;

11. fojcopy rekening bank;

12. folll copy NPWP;

13. kqEutusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan

keliangan Desa (PKPKD);

14. kemtusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan

keangan Desa (PPKD);

15. keflitusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).

16. lef@bar evaluasi APBDesa;

17. bejika acara pemeriksaan fisik ADD Tahap III beserta Lampiran;

18. pegnohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati

cq@eepala Dinas;

19. reM@mendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

20. lergpar verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

21. bumli penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

b. Tahap Eberupa :

1. an realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I
unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
unjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
en); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya;

2. pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari

a Desa untuk tahap II;
3. an perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
I:
4, - acara pemeriksaan fisik ADD tahap I beserta Lampiran;




(2)

ocopy rekening bank;

0 copy nomor pokok wajib pajak;

ohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati
Kepala Dinas ;

bar verifikasi tingkat kecamatan tahap II;

9. omendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Il;dan

10. lakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan Lampiran
duduk dan kk yang memuat tanggal updating dan nama desa;dan

11. I penyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.

I berupa :
oran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi
Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata
isasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh
sen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
dah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Alokasi Dana
pa sampai dengan tahap Il yang telah disalurkan; dan dilampiri
men pendukung lainnya;
at pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
ala Desa untuk tahap III;
pran perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai
gan tahap II;
ta acara pemeriksaan fisik ADD Tahap II beserta Lampiran;
CoOpy rekening ba.nk;
copy nomor pokok wajib pajak;
gmohonan pencairan ADD tahap Il dari Kepala Desa kepada
ati cq. Kepala Dinas ;
bar verifikasi tingkat kecamatan tahap I1I;
pmendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap III;
gumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
nsi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda
na dari admin kabupaten;dan
1 penyetoran pajak Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.
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11.

Penyalu ADD reguler sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (4)
angka untuk desa berstatus mandiri dilaksanakan setelah Bupati
meneri dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan
ketentugll sebagai berikut:

a. Talim [ berupa :

1. gperaturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita
ara.  musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat
indangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir
peserta rapat);

2. Aporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun
ebelumnya;

3. [pporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun
ebelumnya;

4, eraturan  Desa tentang rencana kerja pemerintah desa

RKPDesa) Tahun sebelumnya;
5. rat kuasa pemindahbukuan ADD;



(2)

ocopy rekening bank:
o copy nomor pokok wajib pajak:

ohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati
Kepala Dinas ;
bar verifikasi tingkat kecamatan tahap II;
omendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Il;dan
lakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan Lampiran
duduk dan kk yang memuat tanggal updating dan nama desa;dan
ti penyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.

I berupa :

1. Il4Moran realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi
-ga Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata
isasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh
p@sen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
gdah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Alokasi Dana
Uga sampai dengan tahap I yang telah disalurkan; dan dilampiri
d men pendukung lainnya;
2. siat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
Kg@bala Desa untuk tahap III;
3. labran perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sampai
dqllgan tahap II;
4. bdqMta acara pemeriksaan fisik ADD Tahap II beserta Lampiran;
5. fojcopy rekening bank;
6. fol copy nomor pokok wajib pajak;
7. pdimohonan pencairan ADD tahap Il dari Kepala Desa kepada
Biati cq. Kepala Dinas ;
8. legbar verifikasi tingkat kecamatan tahap III;
9. ref®mendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap III;

10. m@gumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
pOensi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda
teqna dari admin kabupaten;dan

11. bumti penyetoran pajak Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.

Penyalu ADD reguler sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (4)
angka untuk desa berstatus mandiri dilaksanakan setelah Bupati

meneri dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan
sebagai berikut:
a. p [ berupa :

peraturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita
cara musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat
ndangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir
eserta rapat);

2. Aporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun
ebelumnya;
%3 aporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun

ebelumnya;

4. eraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa
RKPDesa) Tahun sebelumnya;

5. rat kuasa pemindahbukuan ADD:



surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari

Kepala Desa untuk tahap I;

Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

rencana kegiatan dan anggaran Desa;

rencana kerja kegiatan Desa;

rencana angg aran biaya;

fotocopy rekening bank;

foto copy NPWP;

keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa (PKPKD);

keputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan

keuangan Desa (PPKD);

keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).

lembar evaluasi APBDesa;

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap III beserta Lampiran;

permohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada

Bupati cq. Kepala Dinas;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap [;

melakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan
ampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating dan

nmama desa

bukti penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

ap Il berupa :

ran realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I

unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit

=sar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

nunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

sen); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya;

2. @t pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
ala Desa untuk tahap II;

3. lira perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
ap I:

4. A acara pemeriksaan fisik ADD tahap [ beserta Lampiran;

5. opy rekening bank;

6. copy nomor pokok wajib pajak;

7. ohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati

8. 2

9. endasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Il;dan

1 JpEumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
si dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda
1a dari admin kabupaten:dan

i penyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.

rat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
angka 4, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

poran realisasi penyerapan dana capaian keluaran ADD
a dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c,
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Format s

(4) Format



(3)

4)

=)

surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari
Kepala Desa untuk tahap I;

Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

rencana kegiatan dan anggaran Desa;

rencana kerja kegiatan Desa;

rencana angg aran biaya;

fotocopy rekening bank;

foto copy NPWP:

keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa (PKPKD);

keputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan
keuangan Desa (PPKD);

keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).
lembar evaluasi APBDesa;

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap III beserta Lampiran;
permohonan pencairan ADD tahap | dari Kepala Desa kepada
Bupati cq. Kepala Dinas; '

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap [;

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

melakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan
Lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating dan
nama desa

L i e B " B s s R |

pran realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap 1
unjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
esar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
unjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima
en); dan dilampiri dokumen pendukung lainnya;

At pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
ala Desa untuk tahap II;

a acara pemeriksaan fisik ADD tahap I beserta Lampiran;
opy rekening bank;
copy nomor pokok wajib pajak;
ohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati
epala Dinas ;
par verifikasi tingkat kecamatan tahap II;
mendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap II;dan
md@egumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
pofnsi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda
e1iina dari admin kabupaten;dan
i penyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.
rat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufe angka 4, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tid4 terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Format @Rporan realisasi penyerapan dana capaian keluaran ADD
a dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c,
tercantull dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
dengan Peraturan Bupati ini.



(S)

(6)

(7)

(®)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Formajsurat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
KepalaliDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf @l tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yvang tidak
terpisa dengan Peraturan Bupati ini.

Formag@Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka W, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisa dari Peraturan Bupati ini;

Formaf@Keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan
keuang Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka WP, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisallikan dari Peraturan Bupati ini;

Format@lkeputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan
keuangih Desa (PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
13, tejantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisalikan dari Peraturan Bupati ini;

Formatfkeputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK)
sebagaillana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 14, tercantum dalam
Lampi VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati |i;

Formatllembar evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf alingka 15, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak tefdisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format lermohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, hurulb dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian §lak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format lekomendasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 4 huruf b dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran X yang

merupea bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Format bar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf bidan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan

bagian tilak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format @poran kemajuan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayj (1) huruf b dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XII yang
merupa bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format |@rita acara pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bjan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tiak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dokumelll persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b dan hilluf ¢ dapat dilaporkan melalui aplikasi Siteman Desa,

Ketentudl Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bagidesa yang tidak merealisasikan pencairan anggaran ADD Tahap
I pai dengan tanggal 20 Desember tahun berkenaan diberikan

sanili pemotongan Dana ADD sebesar 10% (sepuluh persen) tahun

angiaran berikutnya,

sanaan kegiatan penyerapan anggaran ADD tidak boleh melintas

Tahfih Anggaran berkenaan.

(2)



(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Formajsurat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari
KepalaliDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf @ tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisagikan dengan Peraturan Bupati ini.

Formag@Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka @, tercantum dalam Lampiran 1V yang merupakan bagian tidak
terpisajikan dari Peraturan Bupati ini;

Formaf@Keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan
keuang Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka W2, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisajikan dari Peraturan Bupati ini:

Formatfkeputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan
keuangih Desa (PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
13, tejantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisalikan dari Peraturan Bupati ini:

Format@keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK)
sebagafllana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 14, tercantum dalam
Lampi VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ji;
Format

bar evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ajliingka 15, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak tefibisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format lermohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, hu b dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian Wak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format lekomendasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf huruf b dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran X yang
merups bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format @embar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf HHan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian fak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format liporan kemajuan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayjk (1) huruf b dan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XII yang
merupe bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Format [@rita acara pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf bjlan huruf ¢, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tllak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dokumel persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b dan hyluf ¢ dapat dilaporkan melalui aplikasi Siteman Desa.

Ketentugl Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Baglldesa yang tidak merealisasikan pencairan anggaran ADD Tahap
Il gampai dengan tanggal 20 Desember tahun berkenaan diberikan
sanjgsi pemotongan Dana ADD sebesar 10% (sepuluh persen) tahun
angiran berikutnya.

(2) Pelglisanaan kegiatan penyerapan anggaran ADD tidak boleh melintas
Ta Anggaran berkenaan.




Peraturan Bullati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap g mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ItWAN HAMID

Diundané. i Pinrang

pada tanggal

SEKRETARIS @AERAH KABUPATEN PINRANG,
.ﬂ

TJALO KE G

BERITA.\D&E H KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR ‘



Dengan ini

Nama

Alamat

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KOP SURAT

T KUASA PEMINDAHBUKUAN ALOKASI DANA DESA

tangan dibawah ini :

a disebut sebagai pemberi kuasa

berikan Kuasa kepada :

pala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

penyaluran Alokasi Dana Desa

pemotongan Alokasi Dana Desa dan menyalurkan hasil

kas desa terlampir.

...............................

Kepala Desa,

Materei 10.000, stempel
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

URAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

gan di bawah ini :

dan atas nama

i menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung
ggunaan ADD Tahap.......... Desa............ Kecamatan.............
20...... sebesar Rp..................... (terbilang).

but akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-
berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Desa
serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam
an tanpa paksaan.

(Desa),(tanggal, bulan,tahun)
KEPALA DESA........

Materai 10.000



PAKTA INTHRGRITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ... TAHUN ...

rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat

pemerin Desa ................ Yang melaksakanan tugas sebagai pengelola
keuangan d Desa tahap ..........cccunueen. , dengan ini saya menyatakan bahwa
saya:
1. Ti akan melakukan praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Mgnegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan
digluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-
urfangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Desa.
3. A melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
m@agetahui indikasi KKN didalam proses pengadaan/penggunaan
A
4. Ap@hbila melanggar hal-hal yang telah saya menyatakan dalam pakta
ingeeritas ini (poin 1 s/d 4), saya bersedia dikenakan sanksi moral,
ad@ministrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan
kef@ntuan perundang-undangan yang berlaku.

pakta integritas ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan
bermaterei.

(Desa),(tanggal,bulan,tahun)
KEPALA DESA........
Materai 10.000



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA LA LA R T N T

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......ooovno....
NOMOR: ..... TAHUN 20......

TENTANG
PEREETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR ............. TAHUN...........
NTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ............. MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ............... N
Menimba : @& bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna Badan
Permusyawaratan Desa, tanggal ................... perihal
.......................... tentang ...l

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas,
maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa Nomor ........ Tahun
.............. tentang................ Menjadi Peraturan Desa.

Mengingatll : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 18232),
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repub]jkr



Menetap
KESATU

KEDUA

KETIGA

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Dst......covennee.

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan

Desa ............ Tentang ...........coecveevnnnnne Tahun Anggaran
............ menjadi peraturan Desa ...............Nomor
Tahun .......... tentang ........cceceevvenieiinnnrinnnnnn. Tahun Anggaran

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran .................. ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....................
Pada tanggal,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
KETUA

--------------- SEEERAR RS




PENUNJU

Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KEPALA DESA .....
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......
NOMOR ... TAHUN ...........

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PKPKD ) DESA .......... TAHUN ANGGARAN .........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA ...................

: a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa ......... Kecamatan ......
Kabupaten Tahun Anggaran .............. perlu di tunjuk
pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu di tetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

A & HRR R,

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa ( PKPKD ) sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

Kepala Desa selaku ( PKPKD ), mempunyai
Kewenangan :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDESA;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan
barang milik Desa;
¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas bebean APBDESA;
menetapkan PPKD;
menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
menyetujui Rak Desa; dan
g. menyetujui SPP,

o

Dalam melaksanakan tugasnya pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD ) diberikan
Honorarium dengan besaran tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
surat keputusan ini;

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan
ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja Desa ..........
Kecamatan ... Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ....................

KEPALA DESA .........

Nama tanpa gelar ‘



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PKPKD )
DESA .......... TAHUN ANGGARAN ...............

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
( PKPKD ) DESA .......... TAHUN ANGGARAN ...........

J
JABATAN | JABATAN DALAM BESARAN
N DALAM PENGELOLAAN HONORARIUM KET
DINAS | KEUANGAN DESA (Rp)
3 4 ) 5 6
............ Kepala Pemegang cereenen.. fbulan
Desa Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan Desa
({ PKPKD )
Kepala Desa ...................




PENE

Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......
NOMOR ... TAHUN ............

TENTANG

AN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD )

TAHUN ANGGARAN ..........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..........

: a. bahwa berdasarkan Pasa.l-.?pr dan pasal 4 Peraturan

Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Dan seterusnya...........



Menetap
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD) Tahun Anggaran ............ sebagai berikut:

1.

2.

3.

Sekretaris Desa sebagai Koordinator;

Kepala urusan dan/atau kepala seksi .............
sebagai Pelaksana Anggaran;

Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi
Kebendaharaan.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu bertugas :

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;

Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB
Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
Mengoordinasikan penyusunan rancangan
peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB
Desa, dan pertanggunjawaban pelaksanaan APB
Desa;

Mengoordinasikan penyusunan rancangan
peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.

Melakukan verifikasi terhadap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan;

Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran
Kas Desa; dan

Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.

Kaur dan/atau kasi ..........c.cocvvvvvvennnnne. sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

melakukan tindakan yang  mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai
bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnva;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;

menandatangani perjanjian kerjasama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk
kegiatan yang berada daam bidang tugasnya; dan
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBI

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU bertugas:

1. menyusun RAK Desa; dan

2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
menyimpan, menyetorkan /membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kepala Seksi dan/atau kepala urusan ...................
-sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan kegiatan
berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

Dalam, melaksanakan tugasnya, pelaksana pengelola
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU  bertangung jawab kepada Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Pelaksana  Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor
perbulan, yang besarnya, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan
ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada

anggaran pendapatan dan belanja Desa ..........
Kecamatan ... Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..................

pada tanggal ...........ccee.....
KEPALA DESA .............

........................

Nama tanpa gelar ‘



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...........
NOMOR

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD )
TAHUN ANGGARAN .....ccoovovrvann.

DAFTAR P SANA KEGIATAN ANGGARAN DAN PEMBAGIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN .............
| NO | PELAKlINA KEGIATAN ANGGARAN DAFTAR KEGIATAN

1 |Kepala §ksi....................... 1. (Nama Kegiatan)
2. dst

2 |Kepala @ksi....................... 1. (Nama Kegiatan)
: ] 2. dst

3 |Kepala 2| o ST 1. (Nama Kegiatan)
! 2. dst

Kepala Desa ..........

..................................




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...........
NOMOR
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD )

TAHUN ANGGARAN ...............
BES N HONORARIUM PPKD TAHUN ANGGARAN ........ooooe...n.
NO ATAN DALAM JABATAN DALAM | BESARAN
PHEERINTAHAN DESA PENGELOLAAN HONORARIUM
KEUANGAN DESA
1 Sekre Desa | Koordinator PPKD | Rp.
2 |Kepala @ksi .....cc.couuu........ Pelaksana Kegiatan | Rp.
Anggaran | ..ceeeeeiiiinnn.n.
3 | Kepala $ksi .................... Pelaksana Kegiatan | Rp.
Anggaran ...
4 | Kepala SAMN ..oooovviirriannnnnnns Pelaksana Kegiatan | Rp.
Anggaran == 00 | .iceeeeieeeee.... .
5 |Kepala 1y B e Pelaksana Fungsi Rp.
| keBendaharaan = | .......cccocuunnnnnns

Kepala Desa ..........

......................

............




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ...... TAHUN

TENTANG

MBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN .............

KEPALADESA ......cociiiiiiiinienn

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1)
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 tahun 2022
tentang petunjuk teknis penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah desa dan rencana
kerja pemerintah desa serta petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor €& Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495},



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dan seterusnya ................ yang ada hubungannya
tentang Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan

Desa Tahun Anggaran ............, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini;

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

meliputi Tahapan:

1. Persiapan

2. Pelaksanaan

3. Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan
desa

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.........

Kecamatan......... Kabupaten Pinrang Tahun

Anggaran ............. ,» melalui Kegiatan Operasional

Pemerintah Desa  Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..............
pada tanggal ................

KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) ‘



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........
NOMOR TAHUN .........

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PEMBANG UNAN
DESA

SURUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Ketua
Sekretaris
Anggota 1.
2. dst
KEPALA DESA. .........
CATATAN ( YAN AHAM TENTANG PEMBANGUNAN FISIK DESA) TULISAN

CATATAN DIH 3 KALAU DIBUAT SK NYA
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

CONTOQH FO T PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP | (PERTAMA])
(REGULER |
KOP DESA

.......... tanggal ... ... ..

Kepada
Nomor / / Yth. Bupati Pinrang
Lamp (dua puluh satu ) berkas Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang
Perihal ohonan Pencairan

Di -

Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun ....
............................. Desa dan Peraturan Desa ............... .
....... Tahun ... tentang ........................... Tahun

..........

gan melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut:

peraturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya
(berita acara musyawarah Desa yang dilengkapi dengan
surat undangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan
daftar hadir peserta rapat);

laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun
sebelumnya;

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
tahun sebelumnya;

peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa
(RKPDesa) Tahun sebelumnya;

surat kuasa pemindahbukuan ADD;

surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas
dari Kepala Desa untuk tahap I;

Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

rencana kegiatan dan anggaran Desa;

rencana kerja kegiatan Desa;

rencana anggaran biaya;

fotocopy rekening bank;

foto copy NPWP;

keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa (PKPKD);

keputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan
keuangan Desa (PPKD);

keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan
(TPK).

o
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lembar evaluasi APBDesa;

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap III beserta
Lampiran;

permohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa
kepada Bupati cq. Kepala Dinas;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;
lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

bukti penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

................. Kepala Desa. . .......
gkap,nip, ttd,cap) (nama lengkap,ttd,cap)
mpaikan kepada Yth;
b. Pinrang
Kab.Pinra

Ketua BPDesa.....................




CONTOH FO

AT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP II (KEDUA)

[REGULER)

3. Ketua BPD De

4. Pertinggal

KOP DESA
...................... tanggal ........
Kepada
Yth. Bupati Pinrang
1 (sebelas) berkas Cq.Kepala DPMD Kab.Pinrang
ohonan Pencairan ADD Di -

ap Il (Kedua ) Tahun

Pinrang
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun
otentang . dan Peraturan Desa
........... . Nomor....... Tahun ........ tentang ...

un Anggaran .......... .

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan
kasi Dana Desa Tahap Il (Kedua ) sebesar Rp. . . ... ... .. -
ceveeennnnn..)  dengan melampirkan Dokumen pendukun
agai berikut:

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

ADD tahap | menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen):
dan dilampiri dokumen pendukung lainnya;

surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta

integritas dari Kepala Desa untuk tahap II;

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Tahap I:

berita acara pemeriksaan fisik ADD tahap I beserta

Lampiran:

fotocopy rekening bank;

foto copy nomor pokok wajib pajak;

permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa

kepada Bupati cq. Kepala Dinas 5

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap II;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap II;dan

melakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan

Lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating

dan nama desa;dan

bukti penyetoran pajak Desa tahap | Tahun anggaran

berkenaan.

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan

imbangan.

1,

.................. Kepala Desa...........
p.nip,ttd,cap) (hama lengkap,ttd,cap)
paikan kepada Yth;

inrang




CONTOH

MAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP I (KETIGA)

(REGULER]

KOP DESA

Yth. Bupati Pinrang
Cq.KepalaDPMD Kab. Pinrang

rmohonan Pencairan ADD Di -
Pinrang
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor ... Tahun
tentang ..............cooeiinl dan Peraturan Desa ... . .
mor....... Tahun ........ tentang ...l Tahun

ggaran .......... .
Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan

kasi Dana Desa Tahap III (Ketiga ) sebesar Rp. . ... ... ... -

.................... ) dengan melampirkan Dokumen pendukun

agai berikut:

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90%

(Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) dari Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II

yang telah disalurkan; dan dilampiri dokumen

pendukung lainnya;

surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas

dari Kepala Desa untuk tahap III;

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

sampai dengan tahap II;

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap II beserta

Lampiran;

fotocopy rekening bank;

foto copy nomor pokok wajib pajak;

permohonan pencairan ADD tahap Il dari Kepala Desa

kepada Bupati cq. Kepala Dinas :

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap III;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap III;

mengumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan

aporan potensi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan

engan tanda terima dari admin kabupaten;dan

ukti penyetoran pajak Desa tahap II tahun anggaran
rkenaan

mikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan

rtimbangan.

Camat ..\ ................. Kepala Desa...........

p.nip,ttd,cap) (nama lengkap,ttd,cap)
paikan kepada Yth;



CONTOH FOHMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP I (PERTAMA)

KOP DESA
.......... tanggal .. ......
Kepada
Nomor / / Yth. Bupati Pinrang
Lamp (dua puluh dua) berkas Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang
Perihal ohonan Pencairan
Di -
Pinrang
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun ....
tang ......oooeiviiviinienens, Desa dan Peraturan Desa ............... .
Or....... Tahun ... tentang ..........coocoveviiivvvveenni, Tahun

ran .......... .
Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan

kasi Dana Desa Tahap I (Pertama) sebesar Rp........... ’”

gan melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut:
peraturan Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya
(berita acara musyawarah Desa vang dilengkapi dengan

surat undangan,notulen rapat,dokumentasi kegiatan dan

daftar hadir peserta rapat);

laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun

sebelumnya;

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

tahun sebelumnya;

peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa

(RKPDesa) Tahun sebelumnya;

surat kuasa pemindahbukuan ADD;

surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas

dari Kepala Desa untuk tahap [;

Keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa;

rencana kegiatan dan anggaran Desa;

rencana kerja kegiatan Desa;

rencana angg aran biaya;

fotocopy rekening bank;

foto copy NPWP;

keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan Desa (PKPKD);

keputusan Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan

keuangan Desa (PPKD);

keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan

(TPK).

lembar evaluasi APBDesa;

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap Il beserta

Lampiran;

permohonan pencairan ADD tahap [ dari Kepala Desa

kepada Bupati cq. Kepala Dinas;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap I



1. melakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan

Lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating
dan nama desa

bukti penyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

Demikian permohcnan ini diajukan untuk menjadi bahan

(nama gkap,nip,ttd,cap) (hama lengkap,ttd,cap)
Tembusan : paikan kepada Yth;
1. Inspektur s
2. Kepala BPHRD Kab.Pinrang
3. Ketua BPD@esa..................
4. Pertinggal;

i



KOP DESA
.......... tanggal .. ... ...
Kepada
Yth. Bupati Pinrang
1 (sebelas) berkas Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang
Di -
Pinrang
Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun
L S dan Peraturan Desa
............ Nomor....... Tahun ........ tentang ...................... Tahun

ggaran .......... .
Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan

kasi Dana Desa Tahap II (Kedua ) sebesar Rp. . ......... -

sreereecennenn]  dengan  melampirkan  Dokumen pendukung

agai berikut:

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD

tahap | menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan

paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-

rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan dilampiri

dokumen pendukung lainnya;

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta

integritas dari Kepala Desa untuk tahap II;

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Tahap I: '

berita acara pemeriksaan fisik ADD tahap 1 beserta

Lampiran;

fotocopy rekening bank;

foto copy nomor pokok wajib pajak;

permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa

kepada Bupati cq. Kepala Dinas ;

lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap II;

rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Il;dan

mengumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan

laporan potensi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan

dengan tanda terima dari admin kabupaten;dan

bukti penyetoran pajak Desa tahap 1 Tahun anggaran

berkenaan.

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan
imbangan.

.............. Kepala Desa. . . ... ...

(nama lengkap,ttd,cap)
paikan kepada Yth;



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

CONTOH : MFORMAT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA TAHAP 1
(HRRTAMA) (REGULER)
KOP KECAMATAN
REKOMENDASI
Berdasqgkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang
.................... .. dan peraturan desa nomor .......Tahun ....... tentang

--------------------

1 Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian /

verifikasi dolflimen pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa

tahap pertamfiyang terdiri dari :

Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita acara

ah Desa yang dilengkapi dengan surat undangan,notulen

mentasi kegiatan dan daftar hadir peserta rapat);

ertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun sebelumnya;

ir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun

Ve,

4. peratur@@ Desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
Tahun belumnya;

. sa pemindahbukuan ADD;

6. surat pegnyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari Kepala

k tahap I;

7= BPD tentang persetujuan APBDesa;

8. egiatan dan anggaran Desa;

9. erja kegiatan Desa;

10. Feara bia.}'a.;

11. ekening bank;

12. PWP;

13. keputus Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangal Desa (PKPKD);

14, keputusiih Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan keuangan
Desa (PHED);

15. keputusfh Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).

16. lembar grluasi APBDesa;

17. berita aqira pemeriksaan fisik ADD Tahap Il beserta Lampiran;

18. permohdlan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq.
Kepala [ihas;

19.  rekomergasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;

20. lembar v@irifikasi tingkat kecamatan tahap I;

21. bukti pejyetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.



Setelalfimeneliti dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami
berkesimpuldll bahwa Desa....................... dinyatakan layak dan memenuhi
syarat untukiliajukan proses pencairan.

Demikih rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Dikeluarkan di  :.......
Pada tanggal PRI

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

1. Koordina : Camat | SR )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan e — )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

3. Anggota : Kasi PMD Kecamatan (T )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

4. Anggota : Kasubag program dan keuangan RS )

(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)
Catatan :
* Coret yang ldak perlu



KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

sarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang

............................... dan peraturan Desa Nomor ceerenn.Tahun

......... .ten cwsvnnnnnnn, Kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan
penelitian / Werifikasi dokumen pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi
Dana Desa t§ihap kedua yang terdiri dari :

1. laporan fealisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap |

a puluh persen) dan rata-rata

(Hga puluh lima persen);

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar

capaian keluaran

2.

3.

4.

5.

6. -

7. n pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq.

Kepala as;

8. lembar villifikasi tingkat kecamatan tahap II;

9. si tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Il;dan

10. updating isian profil desa dibuktikan dengan Lampiran

dan kk yang memuat tanggal updating dan nama desa;dan

11. etoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.
meneliti dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami

berkesimpulag@bahwa Desa....................... dinyatakan layak dan memenuhi

syarat untuk @ijukan proses pencairan.

De lan rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Dikeluarkan di  :.......
Pada tanggal R
TIM VERIFIKASI KECAMATAN
1. Koordina : Camat | [ )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan e )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)
3. Anggota . Kasi PMD Kecamatan T —— )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)
4. Anggota : Kasubag program dan keuangan (E— )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)
Catatan :

* Coret yang tllak perlu



CONTOH FORMAT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA TAHAP III (KETIGA)
(REGULER)

KOP KECAMATAN
REKOMENDASI

Berggsarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang
................... wwsereeeeenn.dan Peraturan Desa Nomor ........Tahun ...
tentang ......J...... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian
/ verifikasi umen pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
tahap Ketiga g terdiri dari :

1. laporan isasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana

Desa pai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyer paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan
rata-ratficapaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar

75% (tu
tahap Il
lainnya;

h puluh lima persen) dari Alokasi Dana Desa sampai dengan
ang telah disalurkan; dan dilampiri dokumen pendukung

ataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari Kepala
Desa un tahap III;

Ca
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berita acfla pemeriksaan fisik ADD Tahap II beserta Lampiran;

fotocopy Jkening bank;

omor pokok wajib pajak;

permohofn pencairan ADD tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq.
Kepala Djas ;

fikasi tingkat kecamatan tahap III;

. si tim verifikasi tingkat kecamatan tahap III;

0. mengumpglkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
potensi tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda terima
dari admil kabupaten;dan

11. bukti pergietoran pajak Desa tahap Il tahun anggaran berkenaan.

telah menelifl dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami
berkesimpularfibahwa Desa....................... dinyatakan layak dan memenuhi
syarat untuk ¢ehjukan proses pencairan.

~No o s
g

o

8

g

= 0 00
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Dempgian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Dikeluarkan di S

Pada tanggal I

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

1. Koordinat : Camat IR )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan [ ereriiiienias )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

3. Anggota : Kasi PMD Kecamatan | RSt )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

4. Anggota : Kasubag program dan keuangan (T )

(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

* Coret yang k perlu

Jii|



CONTOH FOR

(REGULER M
Berd
/ verifikasi d
tahap pe
118 peratur:
musya
rapat,dd
2. laporan
2 laporan
sebelu
4. peraturg
Tahun
5. surat k
6. surat p¢
Desa u
7. Keputus
8. rencans
9. rencang
10. rencans
11. fotocop
12. foto cop
13. keputus
keuangs
14. keputus
Desa (Pl
15. keputus
16. lembar ¢
17. berita ag
18. permohs
Kepala |
19. rekome
20. lembar ¥
21. melaku}
pendud
22. bukt pe

telah meneli
berkesimpule
syarat untuk ¢

AT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA TAHAP I (PERTAMA)
DIR])

KOP KECAMATAN
REKOMENDASI

sarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang
cieiieniene...dan  Peraturan Desa Nomor ........ Tahun ......
..... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian
men pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
yang terdiri dari :
Desa mengenai APBDesa beserta Lampirannya (berita acara
Desa yang dilengkapi dengan surat undangan,notulen
mentasi kegiatan dan daftar hadir peserta rapat);
ertanggungjawaban Keuangan Kepala Desa tahun sebelumnya;
ir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun
Va,;
Desa tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
belumnya;
sa pemindahbukuan ADD;
yvataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas dari Kepala
k tahap [;
BPD tentang persetujuan APBDesa;
egiatan dan anggaran Desa;
erja kegiatan Desa;
ggaran biaya,
ekening bank;
NPWP;
Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan
Desa (PKPKD);
Kepala Desa Desa tentang pelaksana pengelolaan keuangan
D);
Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan (TPK).
aluasi APBDesa;
a pemeriksaan fisik ADD Tahap Il beserta Lampiran;
an pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq.
nas;
asi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I;
rifikasi tingkat kecamatan tahap I[;
updating isian profil desa dibuktikan dengan Lampiran
dan kk yang memuat tanggal updating dan nama desa
vetoran pajak Desa Tahun anggaran sebelumnya.

dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami
bahwa Desa.............c.c....... dinyatakan layak dan memenuhi
hjukan proses pencairan.



Derkian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Dikeluarkan di

Pada tanggal SO
TIM VERIFIKASI KECAMATAN

1. Koordina : Camat | R )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan (T, )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

3. Anggota : Kasi PMD Kecamatan (R )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

4. Anggota : Kasubag program dan keuangan I )

(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)
Catatan :
* Coret yang lildak perlu



CONTOH FERMAT REKOMENDASI ALOKASI DANA DESA TAHAP Il (KEDUA)
(REGULER

KOP KECAMATAN
REKOMENDASI

Beglasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang
SRR TN dan Peraturan Desa Nomor ........Tahun .....
tentang ......

...... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan penelitian
/ verifikasi @bkumen pengajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa
tahap Kedu g terdiri dari :

1. laporan ealisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap |
kkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
a puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

an paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

+8

3.

4

.

6. omor pokok wajib pajak;

7 pencairan ADD tahap Il dari Kepala Desa kepada Bupati cq.

as ;

8 ifikasi tingkat kecamatan tahap II;

9. s1 tim verifikasi tingkat kecamatan tahap II;dan

10. lkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan
tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda terima

dari ad kabupaten;dan
11. bukti peflvetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran berkenaan.

dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka kami
berkesimpulaglbahwa Desa....................... dinyatakan layak dan memenuhi

syarat untuk

De
mestinya.

lan rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana

Dikeluarkan di  :.......
Pada tanggal S

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

1. Koordinat : Camat i)
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan [T )
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip)

3. Anggota : Kasi PMD Kecamatan (e, )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

4. Anggota : Kasubag program dan keuangan ST )
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip)

Catatan :

* Coret yang tlllak perlu



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

CONTOH FORMAT
(REGULER)

MBAR VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN ADD TAHAP I (PERTAMA)

LEMBAR VERIFJASI TIM KECAMATAN ADD TAHAP I (PERTAMA) TAHUN..................

DESA

KECAMATAN
NO. RAIAN LENGKAP | TIDAK | PENJELASAN
LENGKAP
1. | peraturan WDesa  mengenai o

APBDesa bdllerta Lampirannya
(berita acard@musyawarah Desa
yang dilengibpi dengan surat
undangan,n@ulen
rapat,doku tasi kegiatan dan
daftar hadir kserta rapat);

2. |laporan ] ggungjawaban
Keuangan pala Desa tahun
sebelumnya;

3 laporan khir realisasi
pelaksanaanll kegiatan dan
anggaran sebelumnya;

. tentang rencana

kerja peglerintah desa
(RKPDesa) T{lun sebelumnya; |
3. | surat kuasafpemindahbukuan
ADD;
6. | surat pernyataan
tanggungja mutlak  dan |
fakta integrit4ll dari Kepala Desa
untuk tahap
1. | Keputusan BPD tentang
persetujuan /A@BDesa;
8. |rencana kegiflan dan anggaran
Desa,;
9. | rencana kerjajegiatan Desa;
10. | rencana angg§lan biaya;




11. | fotocopy re ning bank;

12. | foto copy NJ@VP

13. | keputusan [llepala Desa tentang

pemegang kekuasaan
pengelolaa keuangan Desa
(PKPKD);

14. | keputusan fKepala Desa Desa
tentang pefksana pengelolaan
keuangan [lisa (PPKD);

15. | keputusan [pala Desa tentang
tim pelaksafih kegiatan (TPK).

16. | lembar eval§lsi APBDesa;

17. | berita acarfll pemeriksaan fisik

. I11 beserta

18. | permohona
tahap I dari
Bupati cq. K|

pencairan ADD
epala Desa kepada
pala Dinas;

19. rekomendasg tim  verifikasi |
tingkat kecajllatan tahap I;
20, |lembar ifikasi tingkat
kecamatan tiilhap I;
21. |bukti penydlbran pajak Desa
Tahun anggghn sebelumnya.
CATATAN:

1. Koordinator :C
a Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua : Sqlretaris Kecamatan S —- )
(Ngma Lengkap,Pangkat, Nip)

3. Anggota : Kisi PMD Kecamatan | (TR p——" )
( a Lengkap, Pangkat ,Nip)

4. Anggota (@kubag program dan keuangan | )

ama Lengkap, Pangkat ,Nip)



CONTOH: FORMAT LEMBIIR VERIFIKAS! TINGKAT KECAMATAN ADD TAHAP I (KEDUA) (REGULER)
LEMISR VERIFIKASI TIM KECAMATAN ADD TAHAP Il (KEDUA) TAHUN..................
DESA
KECAMATAN
NO. RAIAN LENGKAP |  TIDAK | PENJELASAN
LENGKAP

1. |laporan realisasi
penyerapa dan capaian
keluaran ADD tahap |
menunju rata-rata
realisasi pfhyerapan paling
sedikit sebiisar 50% (ima
puluh persqll dan rata-rata
capaian keluaran
menunju paling |
sedikit selflsar 35% (tiga
puluh N persen); dan
dilampiri dokumen
pendukun = ya,

2. | surat pem taan tanggung
jawab mu dan fakta
integritas d kepala Desa
untuk tahapj:

3. |laporan W perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan
anggaran T3ap I:

4. | berita acara meriksaan fisik
ADD tahap I lkserta lampiran:

5. | fotocopy rekefling bank:

6. | foto copy nojor pokok wajib
pajak;

7. | permohonan iibencairan ADD
tahap Il dgl kepala Desa
kepada Burjiti cq. Kepala
dinas ;

8. |lembar veflikasi tingkat
kecamatan :

9. | rekomendasi [tim verifikasi
tingkat ke atan tahap
[I:dan

10. | melakukan pdating isian
profil desa difiktikan dengan
lampiran perfluduk dan kk
yang merjhat tanggal
updating dan llama desa;




11. | bukti penjtoran pajak Desa |

tahap [ Mahun anggaran
berjalan.
| |
CATATAN:
PINFANG, ..o
TIM VERIFIKASI KECAMATAN
1. Koordinator at | P )
ma Lengkap,Pangkat, Nip)
2. Ketua - retaris Kecamatan |
{ a Lengkap,Pangkat, Nip)
3. Anggota si PMD Kecamatan | PERRSRRRCETY
Lengkap, Pangkat ,Nip)
4, Anggota

subag program dan keuangan (R P —
a Lengkap, Pangkat ,Nip) T




CONTOH: FORMAT LEME

R VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN ADD TAHAP 1l (KETIGA) (REGULER)

LEMESR VERIFIKAS| TIM KECAMATAN ADD TAHAP lll (KETIGA) TAHUN...................

DESA
KECAMATAN
NO. RAIAN LENGKAP TIDAK PENJELASAN
LENGKAP

1. | laporan realisasi
penyerapa dan capaian
keluaran okasi Dana
Desa sampi dengan tahap II
menunjuki rata-rata
realisasi pfhyerapan paling
rendah bebesar 90%
(Sembilan @puluh persen)
dan ratdirata capaian
keluaran menunjukkan

palingllrendah sebesar
75%  (tuj puluh lima
persen) da Alokasi Dana |
Desa sampadengan tahap II
yang telah Mlisalurkan; dan
dilampiri dokumen
pendukungiiainnya;

2. | surat pernjlitaan tanggung
jawab mu dan fakta
integritas dji kepala Desa
untuk tahap§ll:

3. | laporan perkembangan
pelaksanaa kegiatan dan
anggaran sampai  dengan

| Tahap I

4. | berita acara meriksaan fisik
ADD Tahs II beserta
lampiran;

5. | fotocopy rekefling bank:

6. | foto copy noflor pokok wajib

E pajak; |

7. | permohonan @encairan ADD
tahap III d§li kepala Desa
kepada Burjliti cq. Kepala
dinas ;

8. |lembar veflikasi tingkat
kecamatan taap III;

9. | rekomendasi litim verifikasi
tingkat kecanfllitan tahap III;

10. | mengumpul soft  file
lampiran dat@dasar keluarga
dan lapors potensi dan
tingkat perkfihbangan desa

ik




dengan tanda
dmin kabupaten;

¥

11. | bukti pen

oran pajak Desa
anggaran

CATATAN :
PINFANG, «.cvotievtcsisnnnsssssssssreesem s
TIM VERIFIKAS]I KECAMATAN
1. Koordinator : at { set)
{ a Lengkap,Pangkat, Nip)
2. Ketua taris Kecamatan | P — )
Lengkap,Pangkat, Nip)
3. Anggota si PMD Kecamatan { ey
ma Lengkap, Pangkat ,Nip)
4. Anggota subag program dan keuangan

a Lengkap, Pangkat ,Nip)



CONTOH FORMAT
(REGULER MANDI

LEMBAR VERI

DESA :
KECAMATAN

RAIAN LENGKAP | TIDAK PENJELASAN
LENGKAP

NO.

1. | peraturan
APBDesa

Desa mengenai
rta Lampirannya
musyawarah Desa
pi dengan surat
ulen

rapat,dokurjintasi kegiatan dan
daftar had serta rapat);

2. | laporan rtanggungjawaban
Keuangan pala Desa tahun
sebelumnya

3. | laporan ir realisasi
pelaksanaa kegiatan  dan
anggaran t n sebelumnya;

erintah desa
un sebelumnya;

pemindahbukuan

pernyataan
mutlak dan
dari Kepala Desa

untuk tahap

Keputusan

13./ keputusan K@llala Desa tentang
kekuasaan
euangan Desa

ik



14,
tentang pq

15| keputusan

16.| lembar eva

keputusanliKepala Desa Desa

keuangan I sa (PPKD);
epala Desa tentang |
tim pelaksailla kegiatan (TPK).

ksana pengelolaan

asi APBDesa:

17 | berita aca pemeriksaan fisik
ADD Tallp III beserta
Lampiran;

18 | permohonafll pencairan ADD
tahap I darifepala Desa kepada
Bupati cq. Hiibala Dinas:

19 | rekomenda tim  verifikasi
tingkat kecallatan tahap I[;

20 |lembar ifikasi tingkat )
kecamatan tfihap I;

21. | melakukan fbdating isian profil
desa ditjktikan dengan
Lampiran duduk dan kk
yang memu@ll tanggal updating
dan nama d4i

22 |bukti penydibran pajak Desa
Tahun anggdhn sebelumnya.

CATATAN:

1. Koordinator

K

2. Ketua

4. Anggota

(

: S

-

nat
ma Lengkap,Pangkat, Nip)

etaris Kecamatan
ma Lengkap,Pangkat, Nip)

(i PMD Kecamatan
a Lengkap, Pangkat ,Nip)

(@subag program dan keuangan
ama Lengkap, Pangkat ,Nip)

"




CONTOH: FORMATHEMBAR VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN ADD TAHAP II (KEDUA)
(REGULER MANDIE

LEMBAR VERIM@KASI TIM KECAMATAN ADD TAHAP II (KEDUA) TAHUN

-------------------

DESA

KECAMATAN

NO. RAIAN LENGKAP | TIDAK PENJELASAN

LENGKAP
1. | laporan realisasi

penyerapa dan capaian
keluaran ERADD tahap |
menunju rata-rata

realisasi pglhyerapan paling
sedikit sebikar 50% (ima

puluh persqll dan rata-rata
capaian keluaran
menunju paling
sedikit selflsar 35% (tiga
puluh lin persen); dan
dilampiri dokumen

pendukungllainnya;

2. | surat pernjitaan tanggung

jawab mu dan fakta
integritas d kepala Desa
untuk tahap ;

3. | laporan perkembangan
pelaksanaa kegiatan dan
anggaran ap [:

4. | berita acara meriksaan fisik
ADD tahd I beserta
lampiran;

5. | fotocopy rekdiling bank;

6. | foto copy nojor pokok wajib

pajak;

7. | permohonanibencairan ADD
tahap II d4 kepala Desa
kepada Bujti cq. Kepala
dinas ;

8. |lembar  vejllikasi tingkat
kecamatan t4lap IT;

9. | rekomendasill tim verifikasi
tingkat kecarfiitan tahap II;

10| mengumpulk soft  file
Lampiran dafll dasar keluarga
dan laporagll potensi dan

tingkat perklnbangan desa
dibuktikan engan tanda
terima dari adiinin kabupaten;




11, bukti penyitoran pajak Desa | | |
tahap 1 Wahun anggaran [ ‘
| i
CATATAN:

..............................

1. Koordinator at P ]

Lengkap,Pangkat, Nip)

2. Ketua kretaris Kecamatan T . )
a Lengkap,Pangkat, Nip)
3. Anggota si PMD Kecamatan R )
ama Lengkap, Pangkat ,Nip)
4, Anggota

subag program dan keuangan [N —— )
Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) "
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Format Berita acara peme

o

K. J
Berdasark

berkesimpulan

telah sesuai den
Demikian berita

Mengetahui :
Kepala Desa........

---------------------------

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

kegiatan fisik

ERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN FISIK

............ tanggal .................tahun ................... telah dilaksanakan

a prasarana pembangunan fisik oleh pemeriksa fisik vang meliputi:

hasil pemeriksaan dengan kondisi 0, 50, 100 %, maka pemeriksa fisik
Wa sarana prasarana pembangunan fisik yang telah diperiksa diatas,
design dan rab.
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

diketahui diperiksa oleh:
Tim Pelaksana Kegiatan Tenaga Pendamping Profesional



FORMAT LAMPIRAN PEM

K egiatan

Desg

Kecamatan

Kabupaten :
Tanggal :
Pekerjaan yang diperiksa:

IKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Jumlah | Catatan
Jenis Sketsa /volume Ukuran/dimensi Kualitas pekerjaan Pemeriksaan
Pekerjaan | gambar dan ang dicapai
ukuran Sesuai Tidak Sesuai Tidak
rencana
Bahan dan alat yang dipe
Jenis bahan volume Kualitas Catatan
dan alat tidak Sesuai | tidak pemeriksaan
I
Desa ............... tanggal.. o
Mengetahui :
Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksa,




LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KOP SURAT
Pinrang, ....................
Kepada
S R R Yth. Bupati Pinrang
Lampiran Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang
1 rmohonan Pencairan .
enghasilan Tetap dan di, - _
angan Kepala Desa, Pinrang
t desa dan BPD
ﬂm igw {l- LT T T Y ]
Berdasarkan Peraturan Bupati tentang

............................ dan Peraturan Desa Nomor ... Tahun

Sehubungan hal tersebut, maka dengan ini dimohon
anya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
angkat Desa dan BPD Bulan..... Tahun ....... sebesar

Penghasilan Tetap Kepala Desa, sekretaris desa,kaur/kasi
dan kepala dusun

1. | Siltap Kepala Desa Rp.

2. | Siltap Sekretaris Desa Rp.

3. | Siltap Kaur ..... Rp.

4. | Siltap Kasi ..... Rp.

5. | Siltap Kadus ..... ‘ Rp.
| Jumlah

|

Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris desa,kaur/kasi dan
epala dusun

1. | Tunjangan Kepala Desa I Rp. | |
Tunjangan Sekretaris Desa Rp.|
Tunjangan Kaur ..... Rp.
Tunjangan Kasi ..... Rp. ]
_ Tunjangan Kadus ........... Rp. N
. T | | ) |




1™

. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. [ Tunjangan Ketua BPD | Rp.
2. | Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp.
3. | Tunjangan Sekretaris BPD Rp.

4. Tunjangan Anggota BPD... Rp.

Jumlah |

.......................

Demikian permohonan ini, atas

uannya diucapkan terima kasih.

D Kabupaten Pinrang
i Tempat

perhatian

dan atas

.......
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